
bahwa dalam rangka hannonisasi Peraturan Bupati Lampung 
Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama di Kabupaten Lampung Timur terhadap Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama di Kabupaten Lampung Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentu.kan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dua ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kesehatan; 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5239); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Pcnyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5372); 
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..--.. ( 1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik 
Pemerintah Daerah. 

(2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan 
pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. 

(3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan langsung oleh 
BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP melalui 
Rekening Dana Kapitasi JKN dan diakui sebagai pendapatan. 

(4) Apabila Rekening Dana Kapitasi JKN belum tersedia, maka Dana Kapitasi JKN 
pada FKTP dibayarkan oleh BPJS Kesehatan melalui Rekening Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lampung Timur dan diakui sebagai pendapatan. 

(5) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai 
bulan Januari s.d April 2014. 

(6) Bupati Lampung Timur menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP 
atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur melalui PPKD. 

(7) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan langsung untuk 
pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP. 

Pasal 3 

Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 13 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Lampung Timur diubah sehingga secara 
keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA 
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN 
LAMPUNG TIMUR. 

Menetapkan 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2014 ten tang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten La.mpung Timur Nomor 22 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten LampungTimurTahun 2013 Nomor 19); 
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I WAYAN SUTARJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 14 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal o~ ~e,\ 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATER LAllPUNG TIMUR, 

BUPATI LAMPUNG T~ 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal o~ X'Y\(.( 2014 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Pasal II 


